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Abstract

The implementation of gender mainstreaming in professional work environments is a crucial
strategy to create fair, equitable, and efficient organizations. This approach is grounded not only
in moral and legal imperatives but also plays a strategic role in enhancing decision-making
quality, team effectiveness, and institutional competitiveness. Gender mainstreaming is
understood as a systemic process that integrates the needs of both women and men equally in
all organizational policies and practices. Based on Presidential Instruction No. 9 of 2000, its
implementation still faces structural and cultural obstacles. This study aims to explain the
fundamental concepts of gender mainstreaming in professional work, examine the urgency and
challenges of its implementation, and formulate strategies to realize inclusive and gender-
responsive organizations. A literature review with normative and sociological approaches is
employed to analyze the relationship between policies, organizational structures, cultures, and
institutional transformation towards gender equality. Gender mainstreaming requires visionary
leadership, supportive regulations, and cultural change in the workplace. Structural and cultural
resistance demands synergy among policy, education, and advocacy efforts. In the context of
globalization, gender mainstreaming has become a vital pillar for modern organizational
governance that is adaptive, innovative, and sustainable.

Abstrak

Penerapan gender mainstreaming di lingkungan kerja profesional merupakan strategi penting
untuk menciptakan organisasi yang adil, setara, dan efisien. Pendekatan ini tidak hanya memiliki
landasan moral dan hukum, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas pengambilan
keputusan, efektivitas tim, serta daya saing institusi. Gender mainstreaming dipahami sebagai
proses sistemik yang mengintegrasikan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara setara dalam
seluruh kebijakan dan praktik organisasi. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000,
implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan budaya. Penelitian ini bertujuan
menjelaskan konsep dasar gender mainstreaming dalam kerja profesional, menelaah urgensi
serta tantangan pelaksanaannya, dan merumuskan strategi guna mewujudkan organisasi yang
inklusif dan responsif gender. Metode studi pustaka dengan pendekatan normatif dan sosiologis
digunakan untuk mengkaji hubungan antara kebijakan, struktur, budaya organisasi, dan
transformasi institusional menuju kesetaraan gender. Gender mainstreaming menuntut
kepemimpinan visioner, regulasi mendukung, dan perubahan budaya kerja. Hambatan
resistensi struktural dan kultural menuntut sinergi kebijakan, edukasi, dan advokasi. Dalam
konteks globalisasi, pengarusutamaan gender menjadi pilar penting bagi tata kelola organisasi
modern yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan.
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Pendahuluan

Di era modern yang mengedepankan nilai-nilai inklusivitas dan keberagaman, penerapan gender
mainstreaming atau pengarusutamaan gender menjadi sangat penting dalam segala aspek kerja profesional.
Gender mainstreaming adalah pendekatan strategis dan sistematis untuk memastikan bahwa setiap
kebijakan, program, dan aktivitas kerja mempertimbangkan perspektif serta kebutuhan perempuan dan laki-
laki secara adil. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi gender,
memberdayakan semua individu, dan meningkatkan efisiensi organisasi (Heinzel et al., 2024; Nurhaeni &
Putri, 2025).

Kesetaraan gender dalam dunia kerja bukan hanya soal moral dan keadilan sosial, tetapi juga menjadi
indikator penting dalam kualitas tata kelola organisasi. Ketika perempuan dan laki-laki mendapatkan akses,
kesempatan, dan perlakuan yang setara, produktivitas akan meningkat dan pengambilan keputusan akan
lebih inklusif. Penelitian dari World Bank (Rodi, 2009) menunjukkan bahwa perusahaan dengan keberagaman
gender dalam jajaran kepemimpinan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik, serta lebih inovatif dalam
menghadapi tantangan global. Namun, realitas di banyak organisasi, baik di sektor publik maupun swasta,
masih menunjukkan adanya kesenjangan gender. Perempuan sering kali menghadapi hambatan struktural
seperti stereotip peran, beban ganda, kurangnya perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, serta
akses terbatas ke posisi strategis (Gupta et al., 2023; United Nations Economic and Social Council, 1997).

Di Indonesia, meskipun telah ada kebijakan seperti Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender, implementasinya sering kali bersifat administratif, tanpa perubahan signifikan dalam budaya kerja
dan struktur kekuasaan. Untuk itu, strategi yang efektif dalam pengarusutamaan gender meliputi beberapa
langkah kunci (Muhia & Abuya, 2024; Westminster Foundation for Democracy, 2023). Pertama, audit gender
internal perlu dilakukan untuk memetakan sejauh mana organisasi telah responsif terhadap isu gender. Kedua,
penyusunan anggaran dan perencanaan berbasis gender (gender budgeting) harus menjadi standar dalam
pengambilan keputusan. Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan
pendampingan wajib dilakukan agar seluruh pegawai memahami prinsip-prinsip keadilan gender. Keempat,
organisasi perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang aman dan terpercaya untuk mencegah dan
menangani kekerasan atau diskriminasi di tempat kerja.

Selain itu, kepemimpinan berperspektif gender juga sangat penting. Pemimpin yang inklusif akan mampu
mendorong budaya kerja yang partisipatif, menghargai keberagaman, dan menciptakan lingkungan yang
kondusif bagi semua karyawan, terlepas dari gender, latar belakang sosial, atau disabilitas (Equality Now et
al., 2023; Labadi, 2022). Dengan menerapkan gender mainstreaming secara menyeluruh dan berkelanjutan,
organisasi tidak hanya turut serta dalam mewujudkan keadilan sosial, tetapi juga membangun fondasi yang
kuat bagi efisiensi, keberlanjutan, dan daya saing. Transformasi ini bukan hanya sebuah pilihan moral,
melainkan kebutuhan strategis dalam menjawab tantangan global dan menciptakan tempat kerja yang
manusiawi dan berkeadilan (Azis & Azarine, 2023; Hosein et al., 2020).

Ketimpangan gender dalam dunia kerja masih menjadi tantangan global, ditandai dengan kesenjangan
upah, stereotip peran, kekerasan berbasis gender, dan keterbatasan akses perempuan terhadap posisi
kepemimpinan (Erika H. & Suryaningsi, 2021). Di Indonesia, berdasarkan data BPS (2023) menunjukkan
bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan hanya 54,52%, jauh di bawah laki-laki (84,26%), dan sebagian
besar perempuan bekerja di sektor informal tanpa perlindungan sosial. Untuk mengatasi ketimpangan ini,
gender mainstreaming diakui secara global oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak Konferensi Dunia tentang
Perempuan di Beijing (1995), dan diadopsi secara nasional melalui Inpres No. 9 Tahun 2000. Namun, hingga
saat ini penerapannya masih parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam tata kelola institusi profesional,
baik di sektor publik maupun swasta.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep dasar gender mainstreaming dalam konteks kerja
profesional, menelaah urgensi serta tantangan dalam implementasinya, serta merumuskan strategi efektif
guna mewujudkan organisasi yang inklusif dan responsif gender. Studi ini menggunakan pendekatan normatif
dan sosiologis melalui studi pustaka untuk mengkaji hubungan antara kebijakan, struktur, budaya organisasi,
dan transformasi institusional menuju kesetaraan gender yang berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan kerangka normatif dan sosiologis
yang mengkaji aspek yuridis dan sosial budaya. Sumber data utama meliputi peraturan perundangan,
dokumen kebijakan nasional dan internasional, laporan dari lembaga terkait, serta studi akademik yang diambil
dari jurnal terakreditasi. Analisis difokuskan pada praktik pengarusutamaan gender dalam lingkungan kerja
profesional serta implikasinya terhadap pencapaian keadilan dan efisiensi organisasi. Pendekatan ini
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memungkinkan penelaahan hubungan antara kebijakan, struktur organisasi, budaya kerja, dan transformasi
institusional menuju kesetaraan gender yang berkelanjutan.

Pembahasan
1. Konsep Gender Mainstreaming

Gender mainstreaming merupakan konsep yang diperkenalkan oleh United Nations Economic and Social
Council (1997) sebagai strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam semua tahap pembuatan
kebijakan, program, dan aktivitas organisasi. Secara definisi, gender mainstreaming bukan hanya soal
menambah jumlah perempuan dalam organisasi, tetapi mengubah struktur dan budaya kerja agar
mengakomodasi kebutuhan, pengalaman, dan potensi perempuan dan laki-laki secara setara. Gender
mainstreaming adalah proses sistematis menilai implikasi kebijakan, program, dan praktik kerja terhadap
perempuan dan laki-laki. Tujuannya bukan sekadar menciptakan kesetaraan angka, tetapi mengubah cara
kerja organisasi agar sensitif terhadap perbedaan kebutuhan gender.

Menurut teori Gender and Development (GAD), fokus utama adalah transformasi relasi gender yang tidak
adil dengan menghilangkan hambatan struktural dan budaya patriarkal. Dalam konteks kerja profesional, ini
berarti menyusun kebijakan yang responsif gender (gender-responsive policies), termasuk kesempatan kerja
yang setara, perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan seksual, serta pengembangan kapasitas pekerja
perempuan dan laki-laki. Di Indonesia, gender mainstreaming diatur dalam, Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender; Permen PAN-RB No. 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan PUG dalam Instansi
Pemerintah; dan didukung oleh indikator kinerja PUG dalam RPJMN 2020-2024.

2. Urgensi Penerapan dalam Dunia Kerja Profesional

Teori Equity Theory dalam psikologi organisasi menjelaskan bahwa karyawan akan termotivasi dan lebih
produktif jika merasa diperlakukan secara adil. Ketidakadilan gender dapat menyebabkan demotivasi, absensi,
dan tingginya tingkat turnover, yang pada akhirnya menurunkan efisiensi organisasi. Selain itu, teori Resource-
Based View (RBV) dalam manajemen strategis menegaskan bahwa keberagaman sumber daya manusia,
termasuk gender, merupakan keunggulan kompetitif. Studi World Bank (Mulawarman et al., 2020; Rahmawati
et al., 2024) memperkuat bahwa organisasi dengan keberagaman gender di posisi kepemimpinan cenderung
memiliki kinerja keuangan lebih tinggi, karena keputusan yang inklusif dan beragam perspektif meningkatkan
inovasi dan adaptabilitas organisasi.

Secara normatif, prinsip hak asasi manusia (Human Rights Theory) menegaskan pentingnya keadilan
gender sebagai hak fundamental, yang harus dijamin oleh setiap institusi, termasuk lingkungan kerja
profesional. Gender mainstreaming merupakan implementasi prinsip hak asasi manusia, khususnya hak
perempuan atas partisipasi penuh dalam dunia kerja, bebas dari diskriminasi dan kekerasan (lihat CEDAW,
1979; UU TPKS No. 12 Tahun 2022). Organisasi dengan kebijakan yang responsif gender menunjukkan
performa dan efisiensi lebih baik (World Bank, 2021). Keberagaman gender di tempat kerja dapat
meningkatkan inovasi, kreativitas, dan pengambilan keputusan yang inklusif.

Di era keberlanjutan, perusahaan dan instansi dituntut menjalankan prinsip tata kelola yang adil gender
sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Dalam beberapa dekade terakhir, prinsip tata kelola yang
berkelanjutan tidak lagi semata-mata diukur dari keberhasilan ekonomi perusahaan, melainkan juga dari
kontribusinya terhadap aspek sosial dan lingkungan. Konsep ESG (Environmental, Social, and Governance)
kini menjadi indikator penting bagi investor, regulator, dan masyarakat dalam menilai tanggung jawab suatu
institusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, keadilan dan responsivitas gender menjadi
elemen yang tak terpisahkan dari keberhasilan penerapan ESG secara menyeluruh.

Dimensi “S” dalam ESG mencakup tanggung jawab sosial yang meliputi perlindungan hak-hak pekerja,
pemberdayaan komunitas, serta kesetaraan gender. Sementara itu, dimensi “G” atau tata kelola menekankan
prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang harus inklusif bagi seluruh kelompok, termasuk
perempuan dan kelompok rentan. Menurut laporan McKinsey Global Institute (2020), peningkatan partisipasi
dan representasi perempuan dalam pengambilan keputusan perusahaan memberikan kontribusi signifikan
terhadap produktivitas dan keberlanjutan ekonomi global. Dengan demikian, perusahaan yang gagal
mengintegrasikan prinsip keadilan gender dalam kebijakan dan struktur tata kelola tidak hanya menghadapi
risiko sosial, tetapi juga risiko finansial dan reputasi.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) secara normatif telah
menjadi kewajiban moral dan hukum, sebagaimana tertuang dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, yang mengharuskan perusahaan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan dan
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lingkungan sekitarnya. Dalam pelaksanaannya, CSR tidak bisa dipisahkan dari prinsip kesetaraan gender
karena banyak perempuan, terutama di sektor informal dan komunitas marginal, masih mengalami eksploitasi,
diskriminasi, dan minim perlindungan sosial. Penerapan CSR yang responsif gender dapat mencakup: (1)
penyediaan fasilitas kerja yang aman dan ramah bagi perempuan; (2) program pemberdayaan ekonomi
perempuan berbasis komunitas; (3) penguatan kapasitas perempuan dalam rantai pasok serta kepemimpinan
lokal; dan (4) kebijakan anti-kekerasan seksual di lingkungan kerja dan komunitas mitra.

Meskipun terdapat kemajuan dalam kerangka kebijakan ESG, banyak perusahaan atau institusi masih
memandang isu gender sebagai formalitas, bukan sebagai komponen integral dalam strategi organisasi.
Hambatan utama yang dihadapi meliputi kurangnya indikator ESG yang terpilah berdasarkan gender,
minimnya keterwakilan perempuan dalam dewan direksi dan proses pengambilan keputusan, serta rendahnya
literasi gender dalam sektor bisnis dan investasi. Selain itu, resistensi budaya patriarkal juga menghambat
integrasi prinsip kesetaraan dalam tata kelola perusahaan, khususnya di sektor-sektor yang didominasi oleh
maskulinitas seperti energi, pertambangan, dan konstruksi. Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan
strategi sistematis, seperti audit gender dan penilaian risiko sosial berbasis gender dalam kerangka due
diligence ESG, kebijakan afirmatif untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam posisi strategis,
penerapan Gender Equality Seal atau standar sertifikasi lain sebagai indikator kinerja keberlanjutan, serta
kolaborasi lintas sektor antara perusahaan, masyarakat sipil, dan pemerintah dalam memantau serta
mengevaluasi dampak sosial terhadap perempuan dan kelompok rentan.

Organisasi seperti UN Women, IFC, dan GRI (Global Reporting Initiative) telah merumuskan panduan
dan indikator ESG yang memasukkan elemen gender, yang dapat dijadikan acuan bagi perusahaan di
berbagai sektor. Memasukkan perspektif gender dalam pemenuhan tanggung jawab sosial dan kerangka ESG
bukan hanya sebuah keharusan moral, tetapi juga strategi cerdas untuk memastikan keberlanjutan organisasi
di tengah tuntutan dunia kerja yang semakin kompleks dan beragam. Tata kelola yang responsif gender
mampu menciptakan lingkungan yang adil, inklusif, dan berdaya tahan terhadap risiko sosial. Oleh karena itu,
ke depan, ESG yang tidak mempertimbangkan kesetaraan gender akan dinilai sebagai tidak utuh dan
kehilangan relevansi dalam lanskap pembangunan berkelanjutan.

3. Hambatan Implementasi

Berdasarkan teori Organizational Culture oleh Edgar Schein, budaya organisasi yang patriarkal dan
hierarkis menjadi hambatan utama dalam penerapan gender mainstreaming. Stereotip gender, resistensi
terhadap perubahan, serta norma sosial yang membatasi peran perempuan tertanam kuat dalam struktur
organisasi  (Abdullah, 2013; Tidd, 1999; Vithanage, 2021). Selain itu, teori Structural Functionalism
menjelaskan bahwa institusi sosial cenderung mempertahankan status quo demi menjaga stabilitas, sehingga
kebijakan yang mengganggu pola lama seperti pengarusutamaan gender sulit diimplementasikan. Secara
kelembagaan, minimnya data terpilah berdasarkan gender dan kurangnya kapasitas sumber daya manusia
dalam analisis gender juga menjadi kendala serius. Laporan UN Women (2020) mengidentifikasi sejumlah
tantangan, termasuk budaya organisasi yang patriarkal dan bias gender struktural, keterbatasan kapasitas
SDM dalam analisis gender, minimnya data terpilah sebagai dasar kebijakan, resistensi internal terhadap
perubahan paradigma, serta pemahaman gender mainstreaming yang masih sebatas pelatihan atau
dokumentasi administratif.

4. Strategi Implementasi Gender Mainstreaming dalam Organisasi

Teori Change Management dari Kurt Lewin menguraikan tiga langkah utama dalam proses transformasi
organisasi, yaitu unfreeze, change, dan refreeze. Dalam konteks gender mainstreaming tahap unfreeze berarti
membuka kesadaran tentang ketimpangan gender dan kebutuhan akan perubahan melalui pelatihan serta
audit gender. Tahap change mencakup implementasi kebijakan berbasis gender, seperti penerapan gender
budgeting, mekanisme pengaduan kekerasan seksual, dan program pengembangan kapasitas sumber daya
manusia. Sedangkan tahap refreeze berfokus pada penguatan perubahan melalui monitoring, evaluasi, serta
integrasi prinsip-prinsip gender ke dalam budaya organisasi secara berkelanjutan (Mellita & Elpanso, 2020).

Strategi lain yang dapat diterapkan adalah menggunakan pendekatan Gender-Responsive Budgeting
yang memastikan alokasi sumber daya dilakukan secara adil untuk program-program yang memberikan
manfaat proporsional bagi perempuan dan laki-laki. Langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi audit
gender organisasi, yaitu pemetaan kebijakan dan praktik internal dari perspektif gender; integrasi gender
dalam perencanaan dan anggaran (gender budgeting) dengan menyusun kebijakan serta penganggaran
berdasarkan kebutuhan kelompok perempuan dan laki-laki; peningkatan kapasitas sumber daya manusia
melalui pelatihan analisis gender, komunikasi inklusif, dan manajemen responsif gender; penyediaan
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mekanisme pengaduan kekerasan berbasis gender dengan pembentukan unit pelindung internal seperti
Satgas PPKS (Pelecehan Seksual) di lingkungan kerja; serta monitoring dan evaluasi penerapan
pengarusutamaan gender (PUG) dengan pembuatan indikator kinerja dan pelaporan berkala guna menilai
efektivitas strategi gender mainstreaming (Adiwinarto & Nusanto, 2015; Hadi, 2024).

Dalam teori Transformational Leadership, ditekankan pentingnya pemimpin yang visioner dan inspiratif
untuk menggerakkan perubahan budaya organisasi menuju inklusivitas gender. Pemimpin yang
mengedepankan nilai keadilan gender dapat berperan sebagai agen perubahan yang efektif. Kebijakan
negara seperti Inpres No. 9 Tahun 2000 dan Undang-Undang terkait, misalnya UU TPKS No. 12 Tahun 2022,
berfungsi sebagai kerangka normatif yang memandu organisasi dalam menerapkan gender mainstreaming.
Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada komitmen organisasi dan penguatan budaya
kerja yang mendukung. Menurut Schein (1996), budaya organisasi memengaruhi bagaimana nilai dan norma
gender diinternalisasi oleh seluruh anggota organisasi. Budaya yang mendukung inklusivitas dan
keberagaman gender akan mempercepat keberhasilan pengarusutamaan gender (Harsoyo, 2022; Kurnia et
al., 2023).

5. Studi Kasus Penerapan Gender Mainstreaming

Gender mainstreaming atau pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang
bertujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam
seluruh aspek kebijakan, program, dan kegiatan. Konsep ini diperkuat oleh Instruksi Presiden No. 9 Tahun
2000 yang menegaskan bahwa seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah wajib melaksanakan
PUG dalam seluruh siklus pembangunan. Meskipun konsep ini telah diarusutamakan secara normatif,
tantangan implementasi masih banyak ditemukan pada tingkat praktis. Oleh karena itu, melalui studi kasus
penerapan gender mainstreaming, kita dapat memahami sejauh mana konsep ini berhasil atau gagal
diterapkan, serta faktor-faktor pendorong dan penghambatnya.

a. Studi Kasus 1: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

Sebagai lembaga yang menjadi motor utama pelaksanaan PUG di Indonesia, KPPPA telah
mengembangkan berbagai instrumen pendukung, seperti Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender
Budget Statement (GBS). Salah satu contoh keberhasilan implementasi adalah program Desa Ramah
Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang dijalankan di beberapa kabupaten, seperti Lombok Timur dan
Jembrana. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah melakukan pemetaan kebutuhan perempuan dan
anak, membentuk forum perempuan, serta melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat
desa. Pendekatan partisipatif ini memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih adil gender, misalnya dalam
pengelolaan dana desa dan penanggulangan kekerasan berbasis gender. Pembelajaran penting dari program
ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PUG di tingkat lokal sangat bergantung pada
kepemimpinan daerah, komitmen lintas sektor, dan partisipasi aktif masyarakat.

b. Studi Kasus 2: PT Pertamina (Persero) — Sektor Swasta

Sebagai perusahaan milik negara di sektor energi yang umumnya didominasi laki-laki, PT Pertamina
menjadi contoh baik dalam mengintegrasikan prinsip gender ke dalam tata kelola perusahaan. Pertamina
menjalankan program Perempuan Energi Negara dan menerapkan Kebijakan Kesetaraan Gender di Tempat
Kerja yang mencakup kebijakan anti-diskriminasi, fasilitas menyusui, serta pelatihan kepemimpinan yang
sensitif gender. Pada tahun 2021, Pertamina juga menjadi salah satu dari sedikit perusahaan BUMN yang
berhasil masuk dalam daftar Bloomberg Gender-Equality Index, menunjukkan adanya upaya sistemik untuk
memperbaiki representasi dan kesejahteraan pekerja perempuan. Pembelajaran penting dari pengalaman ini
menegaskan bahwa keterbukaan terhadap reformasi kelembagaan, indikator kinerja berbasis gender, serta
transparansi dalam pelaporan sangat krusial bagi keberhasilan pengarusutamaan gender di sektor swasta.

c. Studi Kasus 3: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dianggap
berhasil mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan pembangunan. Salah satu inisiatifnya
adalah program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta) serta pelatihan
kepemimpinan perempuan desa. Pemerintah provinsi juga aktif menerapkan Gender Budgeting sebagai
instrumen anggaran yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan. Hasilnya, Jawa
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Tengah mencatat penurunan angka kekerasan terhadap perempuan sekaligus peningkatan partisipasi
perempuan dalam pembangunan. Pembelajaran penting dari pengalaman ini menunjukkan bahwa komitmen
politik yang tinggi dari kepala daerah merupakan faktor utama dalam menjamin keberlanjutan implementasi
pengarusutamaan gender.

d. Studi Kasus 4: Instansi Pemerintah: Kementerian Keuangan RI

Telah menerapkan Gender Budgeting sejak 2009, yang menghasilkan kebijakan dan layanan publik yang
lebih adil gender. Pembelajaran dari pengalaman ini membuktikan bahwa alokasi anggaran yang responsif
gender dapat mendorong terciptanya layanan publik yang lebih adil dan inklusif.

e. Studi Kasus 5: Perusahaan Swasta: PT Unilever Indonesia

Menerapkan kebijakan kerja fleksibel bagi perempuan, program pengembangan kepemimpinan
perempuan, serta sistem pengaduan pelecehan seksual. Pembelajaran dari praktik ini menunjukkan bahwa
dunia usaha dapat mengambil peran strategis melalui kebijakan kerja fleksibel, program kepemimpinan
perempuan, dan mekanisme perlindungan terhadap kekerasan seksual guna menciptakan tempat kerja yang
aman dan setara.

f. Studi Kasus 6: Lembaga Pendidikan: Universitas Gadjah Mada

Menerapkan Satgas PPKS serta mengintegrasikan perspektif gender dalam kurikulum dan kegiatan
kampus. Pembelajaran dari implementasi ini menegaskan pentingnya pendidikan dalam membentuk
kesadaran gender melalui pembentukan Satgas PPKS dan integrasi nilai-nilai kesetaraan ke dalam kurikulum.

Studi kasus di atas menunjukkan bahwa gender mainstreaming bukan sekadar pendekatan administratif,
melainkan sebuah transformasi budaya organisasi. Teori Institusionalisme Baru menegaskan peran penting
regulasi, norma, dan simbol sebagai penggerak perubahan perilaku organisasi terkait isu gender.
Keberhasilan gender mainstreaming membutuhkan beberapa faktor kunci, yaitu: (1) kepemimpinan
transformasional yang memiliki political will terhadap kesetaraan; (2) instrumen kebijakan dan analisis gender
yang jelas serta operasional; (3) partisipasi kelompok rentan dalam proses perencanaan dan pengambilan
keputusan; dan (4) monitoring serta evaluasi berbasis data terpilah.

Penerapan gender mainstreaming dalam kerja profesional merupakan proses multidimensional yang
memerlukan pemahaman teori-teori sosial, budaya, dan manajerial. Kesadaran akan pentingnya keadilan dan
efisiensi, disertai strategi perubahan organisasi yang sistematis, menjadi kunci keberhasilan. Peran
kepemimpinan dan dukungan kebijakan negara juga sangat penting dalam mengubah budaya kerja menjadi
lebih responsif gender dan inklusif.

Sebagai langkah strategis, gender mainstreaming bertujuan menciptakan keadilan, efisiensi, dan
inklusivitas dalam organisasi. Pendekatan ini tidak hanya penting secara moral dan hukum, tetapi juga
memberikan dampak nyata terhadap performa dan keberlanjutan institusi. Namun, implementasinya masih
menghadapi tantangan struktural dan budaya yang memerlukan transformasi sistemik serta kepemimpinan
yang visioner. Ke depan, sinergi antara regulasi, edukasi, dan advokasi menjadi kunci untuk mewujudkan
dunia kerja yang adil gender dan berdaya saing tinggi.

Penutup

Penerapan gender mainstreaming dalam lingkungan kerja profesional merupakan strategi integral yang
krusial untuk mewujudkan organisasi yang adil, inklusif, setara, dan efisien. Pendekatan ini tidak hanya
memenuhi aspek moral dan hukum, tetapi juga secara signifikan meningkatkan kualitas pengambilan
keputusan, kinerja tim, serta daya saing institusi. Meskipun demikian, implementasi gender mainstreaming
masih menghadapi berbagai tantangan, terutama hambatan struktural, kultural, dan kelembagaan yang
kompleks. Oleh karena itu, keberhasilan pengarusutamaan gender sangat bergantung pada kepemimpinan
visioner, dukungan kebijakan yang kuat, dan transformasi budaya kerja yang responsif gender dan inklusif.
Sinergi yang harmonis antara regulasi, edukasi, dan advokasi menjadi kunci utama dalam mengatasi
hambatan tersebut serta mendorong terciptanya lingkungan kerja yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Dengan komitmen bersama, gender mainstreaming dapat menjadi pilar penting dalam tata kelola organisasi
modern yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing tinggi, sekaligus menjawab tantangan global menuju
pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
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